ERHITAH KABUPATEN ADEH TAMIANG

AN KABUFATEN ACEH TAWIANG
ROMOR 1 5 TAHUN 2005

TENTANG
HANG LEGES
BISMILLARIRRAHMANIRRAHM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATT ACEH TAMIANG,
Manimbang .

bahwa datam rangka tervaudnys pelaya:

secarE apumal yang febih berdayaguna da-) bmha..zlg_ms dalam rangxa
kepa

Pemapalsn/\zr [ Daergh, petly adanya rsgamas standard administras] di

Kabupaten Aceh Tamieng:

untuk maksud tersebut ped difinjau kemball Keputusan Bupall Aceh
Tamiang Nomor 008 Tehun 2003 lentang Leges dan pamunguten uang
P doka i 5

Kabupaten Acch Tamiang;

bahwa untuk makstd tersebut pariu diatur daiam sustu Qanun,
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Mangingat :

- Undang-tndang Momor & Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Megara Republik indonestz Tahun 1881 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesta Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintakan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Repubfk indonesia Nomor 3638); s

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1989 fentang Perimbangan Keuangan

aritara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-
fesia Tehun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negera Republik Indo-
nesia Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 34 Tah tertang Pajak D
Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun ‘2000 Nomor 248,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesiz Womar 4048);

Undang-Undang Nomar 18 Tahun 2001 tentang Ctonord Kihusus hagi

‘Provinsl Daarah Istimewa Aceh sebagal Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenAcsh
Barat Daye, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Hagan
Rays dan Ksbupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomar 4173);

Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanazn
Undang-Urdang Momor & Tahun 1981 teniang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1883 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3208);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewsnangan
Pemedriah dan Kewenangan Provinsi sebagal Daerah Otonom (Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Tahun 2000 Nemor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
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©. Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republk indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonasia Nomor 4139);

110, Keputusan Prasiden Repubfik Indonesfa Nomor 44 Tahun1999 tentang
Tehnik Peny L

Undang-Undang, Peraturan F dan

Keputusan Presiden {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....J;

. Keputusan Meriter Delam Negeti Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik
Penyusunan dan Mater Muatan Produk-produk Hukum Daeraty;

He. Keputusan Gubemur Provingi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun
2003 tentang ‘Penyebutan Daerah menjadi
Qanun {Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tehun
2003 Nomor 9 Serl E Nomer 5),

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAR RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG UANG LEGES

BAB!
KETENTUAN UMUM
. Pasal
‘Dal.am Qanun ini yang dimaksud dengen ; y
| e Dasrah adajah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
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. Pemerintah Daersh adalah Bupati beserta dangan Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Dagrah:

Bupatl adatah Bupati Acsh Tamiang;

) \gkat Daerah adalah Organisasit embaga pada Daerah
yang bsﬂanggung pwah Impadn ﬂupaﬁ dalam rangka penyelenggarasn

Dasrah, Dinas Daerah, Lambaga
Tdsﬂsnserah Kscamaiandan Satuan Polisi Pamong Praja sesudidengan
kabutihan Dasrah;

. Dinas Pendapatan Dasrah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Aceh Tamiang;

Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Acah Tamiang;

Leges-adalah barang berharga yang bergambar Lambang Dasrsh yang

diberi nilai nominal tertentu dan mempunyai ukuran tertentu serta

diketuarkar oleh Pemerintah Daerah;

Pejabat adaiah Pegawal yang diben tugas tertentu dibidang Perpajakan

Daerah seasuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beraku;

Waiib Retribusi adaiah Orang Pribadi, Perusahaan Perorangan/Kelompok,

BUMN, BUMD dalam Daeraky;

Masa Reiribusi adalah suatu jangka waktu tartentu yang merupakan batas

wakbu hagi wafib retribusi dalam rangka menerima pelayanan prima yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah;

Penyldlk Tindak Pidana adalah serangkaian indakan yeng dilakukan olsh

PenyIdJk Pegawal Neger Sipit yﬁng sslamum;.-s disebut Parvywﬂ: wtuk

ncan sera
ﬁndak prdana dbidang Pe;ak dan Hambue; Daerah yang tertadi serta
menemukan tersanglanya.

aa

LT

=

EAB.N
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Pungutan ini disebut Retribusi Uang Leges.
Paszaild

Objek Leges adalah segafa beriuk pelay yang
oleh Perangkat Daerah.
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Pasal 4
Subjek Leges adalah ovang pribadi, Badan Usaha Millk Negara/Badan

Usaha Millk Daerah, Usaha Dagang rekomindasi dan Dokumen lainnya
yang dikeluarkan oleh perangkst Daarah

BAB I
STRUKTUR DAN BESARNYA NILAI
Pasal

. Sluktur besamya Nilai Leges digolongkan menurut jenis pelayanan yang
diberlkan oleh perangkat Dasrah Masyarakat.

=]

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan yang
diberikan oleh Perangkat Daerah.

o

Besamya Nilai pominal Lages sebagal berikut :

BAB IV
BESARNYA TARIP DAM JENIS USAHA
Pasal 6

Jenis usaha dan besarnya tarip Leges ditetapkan sebagai berikut :
(1.} Dalam Kabupaten Aceh Tamiang dipungut uang Leges dengan tarip
sebapgal berikut :

.1, SURAT 121N USAHA DAGANG :
a Usaha Dagang Kecll'oceran seperi berjualan bush-bushan dan sayuran.
Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;
b. Jualan Rempah-rempah Rp. 3.000,- {tiga ribu nupiah)
¢. lUsaha Dagang Besar seperli Veem, Import dan Export atau Usaha
dagang yang berbentuh badan hukum ( PT. CV ) dan sebagainya :
Rp. 5.000.- ima ribu raplah)

£ S S
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‘SURAT IZIN INDUSTRI :

& &zin U_ea‘na Industri Besar (Menifactu rs) Ap. 15.000.- (lima belas
sibu nipiah) ) B

b. Izintisaha Aneka Industr : Rp. 5,000, (lima ribu rupiah),

c. lzinUsaha Industri Kecl : Hp. 3.000. {tiga ribu rupieh);

d. Pengrajin (Industri non Mekenis) : Pip. 3.000,- (figa ribl rupiah).

SURAT IZiN PERBENGKELAN :

2. fzin Usaha Khusus Work shop : Rp. 15.000,- (imabsias fibu rupiah);

b. Izin Ussha parbengkelen basar : Fip. 10.000.- {sepuluh ribu rupiah);

¢. Tzin Ussha parbengkelan sedang ; Fip. 5.000.- (fima dbu rupiah};

d. fzin Usaha perbengkeian kacil (Ron mekanis) seperti reparasi
sapada dan sabagainya : Rp. 3.000- figa riu rupiahj,

SURAT IZIN USAHA TEMPAT MENGINAF DANTEMPAT PENJUALAN
HNUMAN :

Sin Usaha Caitering Fip. $0.000,- (sepuluh ribu rupian);

Izin Usaha Perhotelan dan Restoran Rp. 3.000,- {iga ribi rupizh);-
Izin Usaha Penginapan dan Rumah Makan : Rp. 5.000,- (fma ribu
“rupiah).

nEe

URAT IZIN USAHATH;!BN( KOLAM ATR ASIN DAN AR TAWAR ©

@

3.000,- (tiga ribu rupish];
£.000,- (lima ribu repiah);

Nalayan penargksn
Podzpang kan Bp. 0N
Pedagang ken dengan
rupiah).

SURAT [ZIN FAGHTER PETRIBUS! DAERAH -

erpapER

Surat lzin Fachter Astribusi Daerah Rp. 3,000, {tiga fibu rupiah).




Il

SURAT IZIN UNTUK PENGANGIKUTAN UMUM

a Insidenid Rp. 5.000,- (ma ribu rupish];

b. Yang beroda empat Rp. 3.000,- {iiga riby rupiah);

¢ Yang beroda enam Rp. 4.000,- (smpat ribu rupiah).

Suyrat {zin untuk mengambil sesuatu hal yang terkena nungmaﬁ Re-
tribusi Daerah seperti mengambil batu kerikil, pasi dan sebagainya :
Ap. 5.000,- (lima ribu rupizh).

{zin penangkapan ikan di perairan umui : Rp. 8,000, (tiga fibu rupiah).

\zin usaha perdagangan ikan : Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

. 1Z USAHA PENGOLAHAN AN

a Pengolahian secara mekanis : Aip. 5.000,- (ima ribu rupiah);
b. Pangolahan non fiiekanis : Rp. 3.000- (tiga fibu rupiah).

Izin usaha penjualan ikan hias : Rp. 3.000. (tiga fbu rupiah}.

Untuk setiap kuiipan Surat Keputusan pambedan izin sebagal pengganti
Surat Kepufusan pamberian izin yang hilang, besamya pungutan serpa
dengan pungutsn pada kutipan Surat Keputusan pemberian izin yang
telah hilang : Rp. 3.000,- {tiga riby rupiah).

. UNTUK SETIAP SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) BORONGAN

SURUHAN KERJA YANG BIAYA PROYEKNYA:

& Ap. 1.000.000,- kebawsh Rp. 8.000.- (figa fbu rupiahl,

b. Rp. 1.000.000,- 5 Rp. 10.000.000,-: Rp. 4.000,- (empat by rupiahi;
<. Rp. 10.000.000, s/d Rp. 50.000.000,-: Rp. 5.000,- (i ribu rupiahy;
d. p. 50,000,000, SR, 100.000.000,-: Rp. 10.000 - (sepulub Aunpish);
o. Diatas Rp. 100.000.000,- Rp. 15.000,- {fima beles riby rupiah).

Uniuk pengesahan rencana-iencana bagi proyek-proyek yang hmita
oleh Pihak Ketiga, ditetapkan pungutan sebesar 1 %e (satu pemmil) darl
bigya proyek yang bersangkuian.

& Untuk Golongan8  Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

b. Untuk Golongan M Rp.  7.000,- (fujuh dbu upiah);
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c. Untuk Golongen K Ap, $.000,-" (ima ribu ruplat;
. Unmkkqnsuitan FAp. 5.000- (lima ribu rupiah),

- Unituk persetujuan/rekomendasi untuk mamperoleh Sertifika Kontraktc

Rekanan Pemerintah {SKP).

& Untuk Golongan B Ap, 10.000,- (sepuluh ribu rupiahy;
b. Untuk Golongan M Ap.  7.000,- {tufuh ribu rupian);

€ Uniuk Golongan 1€ Rp. 5.000,- (lima ribi: repiahy;

d. Untuk Kensulan Rp.  5.000,~ (ima by rupigh),

. Perpanjangan surat padanjian (Kontrak) Bosongan. Suruban Ketia

Ap. 3.600,- {tiga rébu nugian).

Uniuk gambar-gambar veng dipsriukan ssbagai {amplran Surai
perminiaan izin bangunzn kepada Bupati Acsh Tamiang : Fp. £.000,-
{tige ribu rupiah),

Uniuk pste-pata, gambar-gamber, tabal dan lain-lsin sebagrinys vany
Punmitan uang iegesnya tidax dapal didasarken pada Bufiarif & i

| oias maka hesamya uang leges ditetapkan Ap. 3,000, itiga
ruplati).

Tt ruplan).

. Untiuk setiap parmintaan i dinen - Rp. 9,000 (Bge

- Utk mengamsi lurunan-tirunan darl surab-surst seisiah mandapat

izi7 dari Bupali fceh Tamiang : Rp. 2.000, {tiga ribu riplah),

i esimat o) Legali
surat kuasa, surat jusd bel, surat parjanjien, sewa menyewa dan fain.
fain sehagatiye : Ap. 2,000 {tig= ribu rupiab),

. Salinan eurat kenal lahir ; PRp. 3.090,- (tigs rbu rupiak),

Untuk satiap turinan Surat Kepuiysan pemberian, pembabasan dan
pombayaran pajak-pajak dan baa-bea : Ap. 3000, (Gpa by Tupiah).

Izin unturk memberi dan atau memperlihatkan surai-surst arsip kaptor
Bupati Aceh Tamfang olsh Pagawal kantor tarsebust perjanis :
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34,

.

- Untuk-Swasta : Rp. 3.000,- (tiga ribu upiah),
- Untuk Instansi Permerntah tidak dipungut Uang Leges.

fzin unluk mevicar atau memperhatikan sural-surat ansrp Perangkat
Daerah Kabupalen Aceh Tamiang kepada pihak lain

- Uniuk Swasta : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

- Uniuk Instansi Pemerintah tidak dipungut Uang Leges.

Surat Persetujuan/Rekomendasi untuk mendapat Sertifikat Hak Mitik
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak PakaifPengelolaan dan
Penggasan Hak Milik atas sebidang Tanah Negara : Rp. 5.000,-
(fima ribu rupiah).

Akte Jual Beli fSerfifikat Jual Beli Tanan atan Barang tidak bergerak
Tainnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Rekomendasi Permohonan Kredit KIKKMKP dan sebagainya : Rp.
3.000.- (tfga ribus rupiah).

Sertifikat Untuk Pariklznan Lokal : Rp. 10.000 - (sepuluh ribu rupiah)

Pengesahan Laporan Kemajuan Pekeraan ( Progres. report ) Perjanjian
Pembarangan uniuk sefiap borongan : Rp. 3.000 - {tiga ribu rupiah )

Burat Keterangan Fiscal Daerah : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah}.

Surat Keterangan Angkutan alal-alat berat - Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah ),

Surat an Kesch Intuk Peng ryan Perusahaan Makan
dan Minuman atau Usaha-uszha lainnya : Rp. 8.000- (tiga
ribu rupiah).

Untuk setiap surat Dokier,
Sural kelerangan berkelakuan baik, Surat kmerangan jalan
dan sabagainya : Rp. 3.000.- {tiga ribu nuplah).

Surat Keterangan kelahiran dan sebagainya : Rp. 3.000,- (tiga ribu
ruplat)




27. Surat Keterangen pengirfiman Pasien : Fip, 3.000,- (tga rbu ngieh.
B8, Visum et Repertum Doktar : A, 3.000,- (iga ribu repleh).

39, Surat Kepuitusan Pengalinen Hek Alas Harga Tetap atau Haria Bargerti
imilix Famariniah Daersh Fp. 3067, (tiga ribu aupiah).

40. Surat Izin Survey/Ressarch uiiuk perusahasn $westa yang bersifal
produtdl : Fip. 15.000,- {lima baiss riby iuplioh).

44, Kulipan Surat Nikah / Psrearaian : Bp. 3.000,- (tiga dbu rupiah).
43, Surmi Fermohonan SKITU : Rp. 2.000.- {iga rbit ruplah).

43, Legalisasi dan atay pengesshan segala Alde /Surel: Ap. 3.000,- {ilgs
ibu rupiah).
2AB ¥

KETEMTUAN PERUTUP

® Fasal ¥

{1} Deng Cranun ini, maka K pi 208 Tahun
. 2003 iamang Leges dan segala ketentuan yang be’bm\angc.\n dongzn
Qanun ini dinyatakan tidek belaku lagi.

{2) Hai yang belusn distur datam Genun ini sepanjang mengene peraturan
pakiksanaantys skan diatur kemudian dengan keputisan Bupati

Pagal &

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal aﬁundangkan

Agar setiap orang ¢
Qarun ini dengan penempskamya delam Lembaran Daerah Kahu{aaten.@.w"
amiang.
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Disahkandi : Karang Bam

! 21 Novamber 2003 M
| - Padalanggal 1 — e
‘ 26 Ramadhan 1424H
P}. BUPATI ACEH TAMIANG g
ABDUL LATIEF
msanghan di Karang Baru
November 2003 M

LaTanmal e

27 Ramadhan 1424 H
| SEKRETARIS DAEHAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs. (SHAK P
| Pembina TILI
Njp. 010 055 253

MBARAN DAEHAH IGABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUR 2003 NOMOR 7
G
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